e o Y oot i i TR e 4 B

e g e e ok s

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR {21 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

L

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Mehimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
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1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat Il Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahuin 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028); |

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 4972} sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pérubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);




12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tala Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penvaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);




. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023
: tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
; Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2023 Nomor 09);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2024
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
{Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2024 Nomor 05);

24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang
Penjabaran  Anggaran dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023

‘ Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah

: terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20

' Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024

e e

{ Nomor 20);
E MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
i TAHUN ANGGARAN 2024.
Pasal 1

£
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud-dengan:

Lanl

{Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

{Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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4. %'Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggarasn pemerintahan daerah yang dapat dinilai derigan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. jAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

6. ';Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daeralr selaku  pengguna
langgaran/pengguna barang.

7. iDewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan.

Pasal 2

Ut M

Pezgiubahan APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah dengan rincian sebagai
berikut:
1. {Pendapatan

la. Semula Rp2.462.498.230.623,00
ib. Bertambah Rp 109.249.715.420,00

!{Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan ~ Rp2.571.747.946.043,00
2. Belanja Daerah

la. Semula Rp 2.492.874.051.957,00
ib. Bertambah Rp__151.457.252.502.00
§J‘umlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.644.331.304.459,00
Jumlah Defisit setelah perubahan Rp 72.583.358.416,00
3. |Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan
{ 1) Semula Rp 40.875.821.334,00

2) Bertambah Rp 31.707.537.082.00
Jumlah Penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 72.583.358.416,00
b: Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 10.500.000.000,00

2) Berkurang Rp (10.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelahl perubahan Rp 0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 72.583.358.416,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00
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Pasal 3

Uralan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lamplran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lamplran I

R e T b et et

2. {Lampiran 11

3. iLampiran 1L

i
4. iLampiran IV

5. {Lampiran V
'%
6. Lampiran VI

H

7. {Lampiran VII

8. {Lampiran VIII

i
9. {Lampiran IX

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran  Perubahan APBD menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Hibah berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi
Hibah;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi

Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran
Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Kabupaten;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok Jenis Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas alam/tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok Jenis Objek, rincian Objek Pendapatan,
Belanja dean Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok Jenis Objek, rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lan;ut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
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Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

/‘/:BEﬁlapkdn di Ngawi
3. pdd anggal 29 ATI-‘SM 2024

Diundangkan di Ngam
pada tdngg&i

SEI?RET’ARI% DAEFy\H MWTEN NGAWI,
“Ihim

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR |2~




